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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Tingkat Margin terhadap 
Pembiayaan Murabahah pada PT BPRS Puduarta Insani. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini diperoleh melalui nominatif pembiayaan PT BPRS Puduarta 
Insani. Penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana dengan 
menggunakan program IBM SPSS Statistics 19.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat margin berpengaruh 
negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada PT BPRS Puduarta 
Insani dengan nilai probabilitas 0,00 (0,00 < 0,05) dan koefisien regresi sebesar -
20741886,965 yang berarti setiap kali tingkat margin naik 1%, akan menurunkan 
Pembiayaan Murabahah sebesar Rp.20.741.886,965. Selanjutnya berdasarkan uji 
koefisien regresi sederhana (uji t) atas variabel imbalan bagi hasil diperoleh thitung 
sebesar 10,062 dan ttabel dengan df = 58 adalah 1,671, sehingga thitung (10,062) > 
ttabel (1,671). Dengan demikian, tingkat margin berpengaruh signifikan terhadap 
pembiayaan murabahah. Adapun besarnya nilai Adjusted R Square adalah 0,636, 
yang berarti bahwa pengaruh tingkat margin terhadap pembiayaan murabahah 
pada PT BPRS Puduarta Insani adalah sebesar 63%, sedangkan sisanya 37% 
dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam 
penelitian ini.   
Mengingat tingkat margin berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan 
murabahah, maka bank syariah perlu mempertimbangkan bahwa salah satu 
strategi peningkatan jumlah pembiayaan murabahah adalah dengan menurunkan 
tingkat margin. Dengan rendahnya tingkat margin murabahah, akan mendorong 
masyarakat untuk mengajukan pembiayaan murabahah kepada bank, dan pada 
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A. Latar Belakang Masalah  
Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang 
mempunyai nilai strategis dalam perekonomian suatu negara. Lembaga 
tersebut berfungsi sebagai perantara pihak-pihak yang kekurangan dana (lacks 
of funds) dengan pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of 
funds). Dengan demikian, lembaga perbankan akan bergerak dalam kegiatan 
perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan oleh bank, melayani kebutuhan 
pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua 
sektor perekonomian. Hal tersebut telah dapat kita rasakan dalam kehidupan 
kegiatan perbankan di Indonesia, dimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 2 
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa bank 
adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 
dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 
rakyat banyak.  
Bank yang beroperasi di Indonesia saat ini terdiri dari 2  jenis, yaitu 
bank konvensional dan bank syariah. Bank yang menjalankan operasionalnya 
menggunakan prinsip syariah merupakan salah satu bentuk jasa perbankan 
yang mendapat pengakuan secara formil yuridis setelah dikeluarkannya 
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sehingga bank 
berdasarkan prinsip syariah ini mempunyai fungsi yang sama seperti bank 
konvensional yang telah ada yaitu sebagai lembaga perantara pihak-pihak yang 
kekurangan dana dengan pihak-pihak yang kelebihan dana (intermediary 
institution). Hanya saja yang membedakaannya pada cara pengoperasiannya, 
dimana bank syariah tidak mengenal sistem bunga dan menggunakan sistem 
bagi hasil bagi para nasabahnya.  
Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara, maka bank 
tidak dapat dilepaskan dari fungsi penghimpunan dan penyaluran dana. Bank 
syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk 
penghimpunan dana bagi nasabahnya, di samping itu sebagai bank dengan 
 
1 
prinsip syariah dituntut mempunyai sumber dana yang optimal dan tidak 
melanggar kaedah syariah Islam. Bank syariah dengan bank konvensional 
mempunyai mekanisme serupa namun tetap memiliki perbedaan dalam fungsi-
fungsi tersebut. Bentuk penghimpunan dana pada bank syariah antara lain: 
tabungan dengan prinsip wadiah dan mudharabah, deposito mudharabah dan 
giro dengan prinsip wadiah dan mudharabah.1 Sedangkan bentuk penyaluran 
dana, bank syariah dapat menerapkan tiga bentuk pembiayaan sebagai berikut: 
2 
1. Pembiayaan dengan pola jual beli (at-Tijarah): 
a. Pembiayaan murabahah 
Murabahah adalah jual beli dengan harga awal disertai dengan 
tambahan keuntungan. 
b. Pembiayaan salam  
Salam adalah suatu proses jual beli barang pesanan dengan kriteria 
yang jelas, pembayaran dilakuan di muka sementara barang dilakukan 
di kemudian hari. 
c. Pembiayaan istishna’ 
Istishna’ adalah jual beli antara pemesan  dan penerima pesanan, di 
mana spesifikasi dan harga barang disepakati di awal, sedangkan 




2. Pembiayaan dengan pola sewa (ijarah): 
a. Pembiayaan Ijarah  
Pembiayaan ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau 
jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan 
                                                             
1Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Cet. 5 (Jakarta: Gema 
Insani, 2010), h. 146.  
 
2
Neni Sri Imaniyati, Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi (Bandung: 
Mandar Maju, 2013), h. 102-104. Lihat juga Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, Panduan 
Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad 
Syariah (Bandung: Kaifa, 2011), h. 38-116; Dwi Suwiknyo, Analisis Laporan Keuangan 
Perbankan Syariah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 26-34. 
 
pemindahan kepemilikan (ownership/ milkiyyah) atas barang itu 
sendiri. 
b. Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) 
Pembiayaan ijarah muntahiya bittamlik, yaitu akad sewa menyewa 
antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan 
atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak 
milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.  
3. Pembiayaan dengan pola bagi hasil (asy-Syirkah) 
a. Pembiayaan mudharabah  
Pembiayaan mudharabah, yaitu akad kerjasama usaha antara dua 
orang di mana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh 
(100%) modal sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan 
usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang 
dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh 
pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. 
Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian 
si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian 
tersebut.  
b. Pembiayaan musyarakah  
Pembiayaan musyarakah, yaitu akad kerjasama kemitraan antara 
penyedia dana usaha (shahibul mal) dengan pengelola 
dana/manajemen usaha (mudharib) untuk memperoleh hasil usaha 
dengan pembagian hasil usaha sesuai porsi (nisbah) yang disepakati 
bersama pada awal.  
Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk bank syariah 
yang dikembangkan berdasarkan prinsip jual beli dengan cara mencicil. 
Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk dari bank syariah, harus 
tunduk pada kaidah dan hukum umum jual beli yang berlaku dalam fiqh 
muamalah Islam. Pada pembiayaan murabahah, bank membiayai pembelian 
barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang 
itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut 
dengan menambahkan suatu mark-up atau keuntungan. Dengan kata lain, 
penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar cost-plus 
profit.3 Mengenai barang yang dibutuhkan oleh nasabah maupun tambahan 
biaya yang akan menjadi imbalan bagi bank, ditentukan di awal oleh bank dan 
nasabah yang bersangkutan. Jual beli secara murabahah hanya untuk barang 
atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki penjual pada waktu negosiasi dan 
berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan 
adalah murabahah kepada pemesan pembelian (murabahah KPP), hal ini 
dikatakan demikian karena si penjual mengadakan barang tersebut hanya 
untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya.   
Terlepas dari itu, pembiayaan murabahah saat ini menjadi produk 
pembiayaan yang dominan diterapkan oleh bank syariah. Indikasi pembiayaan 
murabahah sebagai pembiayaan utama dalam perbankan syariah dipengaruhi 
oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tingkat margin (keuntungan). 
Pertumbuhan pembiayaan setiap bank sangat dipengaruhi oleh tingkat margin 
yang diberikan. Semakin rendah tingkat margin yang diberikan oleh bank 
syariah, maka akan semakin mendorong nasabah untuk melakukan 
pembiayaan. Keputusan nasabah untuk melakukan pembiayaan pada suatu 
bank selalu dipengaruhi oleh tingkat margin yang ditawarkan oleh bank 
tersebut. Para nasabah cendurung mencari bank yang dapat memberikan 
tingkat margin yang murah atau rendah. Jika tingkat margin yang diberikan 
murah/rendah, maka tentu akan memperkecil besarnya angsuran yang harus 
dibayarkan oleh nasabah kepada bank.                                                                                                                                                                                          
Penelitian ini akan membuktikan secara empiris pengaruh tingkat 
margin (keuntungan) terhadap pembiayaan murabahah di PT BPRS Puduarta 
Insani. Sebagai gambaran umum, dapat dikemukan data awal penelitian sebagai 
berikut: 
Tabel  1 
Rata-Rata Tingkat Margin dan Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah  
Tahun 2014 - 2016 
 
Tahun Tingkat Margin 
Pembiayaan 
Murabahah 
2012 17,35 % 27,422,661 
                                                             
3
M. Umer Chapra dan Tariqullah Khan, Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah 
(Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 25.  
2013 17,66 % 29,817,413 
2014 17,29 % 30,493,625 
2015 20,80 % 38,013,858 
2016 21,03 % 40,973,705 
     Sumber: Laporan Keuangan PT BPRS Puduarta Insani 
 
Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa tingkat margin BPRS 
mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir, sementara pembiayaan 
murabahah cenderung mengalami peningkatan. Tentu hal ini tidak sesuai 
dengan teori bahwa peningkatan pembiayaan diiringi dengan penurunan 
tingkat margin (keuntungan). Dalam penelitian Visa Alvi Sa’adah4 
menunjukkan bahwa tingkat margin berpengaruh signifikan terhadap 
pembiayaan murabahah pada BMT Agritama Blitar. Teori ini juga diperkuat 
dengan hasil penelitian Mustika Rimadhani dan Osni Erza
5
 yang menyatakan 
bahwa tingkat margin berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan 
murabahah pada Bank Syariah Mandiri.  
Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris, 
apakah teori-teori di atas yang membuktikan tingkat margin berpengaruh 
terhadap pembiayaan murabahah masih relevan dan signifikan jika 
diterapkan pada PT BPRS Puduarta Insani. Penelitian ini penulis beri judul: 
“Pengaruh Tingkat Margin Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan 
Murabahah Pada PT BPRS Puduarta Insani”. 
 
B. Identifikasi Masalah  
Sebagaimana dijelaskan pada latarbelakang di atas, tingkat margin BPRS 
mengalami fluktuasi setiap bulannya selama lima tahun. Sementara 
pembiayaan murabahah BPRS tetap mengalami peningkatan. Dengan demikian, 
identifikasi masalah pada penelitian ini adalah: 
                                                             
4Visa Alvi Sa’adah, “Pengaruh Penetapan Harga Jual dan Tingkat Margin Terhadap 
Keputusan Pembiayaan Murabahah pada Anggota BMT Agritama Blitar” (Skripsi, Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, 2015).  
 
5
Mustika Rimadhani dan Osni Erza, “Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi 
Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008-2011” (Jurnal Media 
Ekonomi, Vol. 19 No. 1, April 2011). 
1. Tingkat margin (keuntungan) cenderung mengalami fluktuatif pada tahun 
2012 - 2016. 
2. Peningkatan pembiayaan murabahah tidak diiringi dengan menurunnya 
tingkat margin. 
 
C. Batasan Masalah 
Agar penelitian ini lebih terarah, fokus, dan tidak meluas, maka 
penulis membatasi penelitian pada pengaruh tingkat margin terhadap 
pembiayaan murabahah.  
 
D. Perumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan 
masalah sebagai berikut: 
1. Apakah Tingkat Margin berpengaruh terhadap pertumbuhan pembiayaan 
murabahah pada PT BPRS Puduarta Insani periode 2012 – 2016 ? 
2. Seberapa besar pengaruh Tingkat Margin terhadap jumlah Pembiayaan 
Murabahah PT BPRS Puduarta Insani ? 
 
E. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk: 
1. Untuk mengetahui apakah Tingkat Margin berpengaruh terhadap 
pertumbuhan pembiayaan murabahah pada PT BPRS Puduarta Insani 
periode 2012 – 2016. 
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Tingkat Margin terhadap 
jumlah Pembiayaan Murabahah PT BPRS Puduarta Insani. 
 
F. Manfaat Penelitian  
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Sebagai bahan rujukan dan perbandingan kepada perbankan syariah 
mengenai faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada bank 
syariah.   
2. Sebagai khazanah penelitian ekonomi Islam yang mungkin bisa menjadi 

































A. Uraian Teori  
1. Bank Syariah  
a. Pengertian Bank Syariah 
Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan syariah. 
Kata “bank” berarti suatu lembaga keuangan yang berfungsi 
sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang 
berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata “syariah” 
dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian 
berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk 
penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan 
kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.  
Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah pada pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa bank 
syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 
berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank 
Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 
Terdapat perbedaan mendasar antara bank konvensional 
dengan bank syariah. Perbedaan mendasar itu antara lain:
 6
 
1) Dari segi akad dan aspek legalitas 
Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi 
duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan 
hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar 
kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya 
berdasarkan hukum positif belaka, tetapi tidak demikian bila 
                                                             
 
6
Veithzal Rivai, Islamic Banking (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 30. Bandingkan 
dengan Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 
2001), h. 29-34.  
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perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga hari akhir 
nanti. 
Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal 
barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus 
memenuhi ketentuan akad seperti terpenuhi rukun dan syarat 
dalam setiap transaksi yang dilakukan. Misalnya, jika transaksi itu 
adalah jual beli, maka rukun yang harus dipenuhi adalah adanya 
penjual, pembeli, barang, harga dan akad/ijab qabul. Sedangkan 
syarat-syaratnya antara lain: barang yang ditransaksikan harus 
barang halal, harga barang harus jelas, tempat penyerahan harus 
jelas, dan barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam 
kepemilikan, dan lain sebagainya.  
2) Dari sisi struktur organisasi, bank syariah dapat memiliki struktur 
yang sama dengan bank konvensional, namun unsur yang 
membedakannya adalah bahwa bank syariah harus memiliki Dewan 
Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional dan 
produk-produk bank agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
syariah Islam. 
3) Berkenaan dengan bisnis dan usaha yang dibiayai, haruslah bisnis 
dan usaha yang diperkenankan atau dihalalkan oleh syariat Islam. 
4) Berkaitan dengan lingkungan kerja dan budaya perusahaan 
perbankan. 
Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja 
yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat amanah 
dan shiddiq, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin 
integritas eksekutif muslim yang baik. Di samping itu, karyawan 
bank syariah harus skillful dan profesional (fathanah) dan mampu 
melakukan tugas secara teamwork di mana informasi merata di 
seluruh fungsional organisasi (tabligh). Demikian pula dalam hal 
reward dan punishment, diperlukan prinsipkeadilan yang sesuai 
dengan syariah.  
Selain itu, cara berpakaian dan tingkah laku dari para 
karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam 
sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam, 
sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku yang kasar. 
Demikian pula dalam menghadapi nasabah, akhlak harus senantiasa 
terjaga.  
Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional dapat 
disederhanakan pada tabel di bawah ini: 
Tabel 2 
Perbandingan antara Bank Syariah dan Bank Konbensional 
 
No Bank Syariah Bank Konvensional 
1. Melakukan investasi-investasi 
yang halal saja. 
Investasi yang halal dan haram. 
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, 
jual beli, atau sewa. 
Memakai perangkat bunga. 
3. Profit dan falah oriented. Profit oriented. 
4. Hubungan dengan nasabah 
dalam bentuk hubungan 
kemitraan. 
Hubungan dengan nasabah 
dalam bentuk hubungan 
kreditur-debitur. 
5. Penghimpunan dan penyaluran 
dana harus sesuai dengan 
fatwa Dewan Syariah Nasional 
MUI. 
Tidak terdapat dewan sejenis. 
Sumber: Syafi’i Antonio: Bank Syariah dari Teori ke Praktik.  
 
b. Landasan Hukum Bank Syariah 
Landasan hukum bank syariah pada dasarnya tidak terlepas dari 
sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan 
bank syariah di Indonesia melalui beberapa periode, yaitu:7 
1) Periode sebelum tahun 1992 
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Sebelum tahun 1992, di Indonesia telah berdiri bank syariah 
dalam bentuk BPR Syariah, yaitu BPRS Mardhatillah, BPRS Berkah 
Amal Sejahtera, Al-Mukaromah di mana sebagai pendiri adalah 
alumni ITB. Pada periode ini BPRS didirikan sesuai dengan undang-
undang perbankan yang berlaku saat itu (bank konvensional) dan 
tidak ada ketentuan yang mengatur tentang bank syariah di samping 
masyarakat yang belum memungkinkan untuk diajak untuk 
bertransaksi syariah, sehingga BPR Syariah tersebut mati secara 
pelan-pelan.  
2) Periode tahun 1992 sampai dengan tahun 1998 
Dalam periode ini lahir puluhan BPR Syariah dan satu Bank 
Umum Syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Pada periode ini 
bank syariah didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 
tentang Perbankan. Dalam undang-undang ini, tidak dibahas secara 
jelas atau secara langsung tentang bank syariah, hanya dalam pasal 6 
huruf m dan pasal 13 huruf c mengatur tentang usaha bank syariah, 
yaitu: 
Usaha Bank Umum: “menyediakan pembiayaan bagi nasabah 
berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah” (pasal 6 huruf m).  
 
Usaha Bank Perkreditan Rakyat: “menyediakan pembiayaan 
bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan 
ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah 
(pasal 13 huruf c).  
 
Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 
1992 tentang Perbankan tersebut, pemerintah mengeluarkan dua 
ketentuan perbankan syariah, yaitu: 
1) Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang Bank 
Berdasarkan Bagi Hasil. Dengan demikian, Undang-Undang No. 7 
tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah 
tersebut menjadi landasan hukum berdirinya Bank Umum 
Syariah.  
2) Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 tentang Bank 
Perkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil. Dengan demikian, 
Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan 
Peraturan Pemerintah tersebut menjadi landasan hukum 
berdirinya Bank Perkreditan Rakyat pada periode ini. 
Pada periode ini tidak terdapat ketentuan lain kecuali 
ketentuan tersebut di atas. Pada periode ini juga masing-masing 
Dewan Pengawas Syariah mengeluarkan fatwa masing-masing 
sehingga ketentuan syariah BPR Syariah yang satu berbeda dengan 
lain dan berbeda pula dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DPS Bank 
Muamalat Indonesia. Pada periode ini bank syariah dalam 
menjalankan kegiatan usaha di bidang syariah sesuai kemampuan 
masing-masing berdasarkan fatwa masing-masing Dewan Pengawas 
Syariah bank yang bersangkutan.8  
3) Periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2008 
Dari pengalaman dan kajian yang dilakukan ternyata bank 
syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank 
konvensional, maka Undang-Undang No. 7 tentang Perbankan 
disempurnakan dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang 
Perubahan Undang-Undang No. 7 tentang Perbankan. Dalam 
Undang-Undang No. 10 tahun 1998 telah dibahas ketentuan-
ketentuan bank syariah, antara lain: 
a) Dalam pasal 1 angka 13 disebutkan: prinsip syariah adalah 
aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan 
pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan 
kegiatan usaha, atau kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan 
sesuai dengan syariah, antara lain: pembiayaan berdasarkan 
prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan 
prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang 
dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau 
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pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni 
tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan 
kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak 
lain (ijarah wa iqtina). 
b) Pasal 6 huruf m disebutkan: menyediakan pembiayaan dan/atau 
melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai 
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.  
Pada penjelasan pasal ini disebutkan pokok-pokok ketentuan 
yang diterapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain: 
(1) Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan 
prinsip syariah; 
(2) Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah; 
(3) Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang 
melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk 
melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.  
4) Periode setelah tahun 2008 
Mulai tahun 2008 perbankan syariah di Indonesia memiliki 
undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang No. 21 tahun 2008 
tentang Perbankan Syariah. Bank syariah yang didirikan dan/atau 
menjalankan kegiatan usahanya harus mengacu kepada undang-
undang tersebut serta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan-
ketentuan yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 
1998 dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 21 tahun 2008.  
 
c. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah  
Bank syariah mempunyai beberapa tujuan di antaranya 
sebagai berikut:9 
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1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalah 
secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan 
perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-
jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar 
(tipuan), di mana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam 
Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap 
kehidupan ekonomi masyarakat. 
2) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan 
jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak 
terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan 
pihak yang membutuhkan dana. 
3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka 
peluang usaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang 
diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju 
terciptanya kemandirian usaha. 
4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya 
merupakan program utama dari negara-negara yang sedang 
berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan 
kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah seperti: program 
pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, 
program pembinaan konsumen, program pengembangan modal 
kerja dan program  
Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan bank 
yang berfungsi menjalan kegiatan usaha menghimpun dan 
menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat. Kegiatan 
usaha penghimpunan dana secara langsung dari masyarakat 
dilakukan dalam bentuk simpanan seperti giro, tabungan dan 
deposito yang dilakukan dengan prinsip syariah. Sedangkan 
penyaluran dana kepada masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk 
pembiayan dan lainnya, antara lain pembiayaan dengan prinsip 
mudharabah, dan prinsip musyarakah. Oleh sebab itu, bank syariah 
dikatakan sebagai intermediary perbankan.  
Dalam kaitan dengan fungsi bank syariah sebagai 
intermediary perbankan yang menghubungkan antara pihak yang 
berkelebihan dana dan membutuhkan dana selain menjalankan 





1) Fungsi manajer investasi 
Salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting, bank 
syariah adalah manajer investasi. Bank syariah merupakan 
manajer investasi dari pemilik dana (shahibul mal) dari dana 
yang dihimpun dengan prinsip mudharabah (dalam perbankan 
lazim disebut dengan deposan atau penabung), karena besar 
kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik 
dana tersebut sangat tergantung pada hasil usaha yang diterima 
oleh bank syariah dalam mengelola dana mudharabah, sehingga 
sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan 
profesionalisme dari bank syariah. Bank syariah dapat 
menghimpun dana yang besar, kemudian dalam penyaluran dana 
dilakukan tidak efektif, kurang memperhatikan prinsip kehati-
hatian, sehingga banyak yang macet akan membawa dampak 
pendapatan yang diikuti aliran kas masuk hanya sedikit yang 
diterima. Dengan adanya pendapatan yang cash masuk sedikit, 
maka pendapatan yang akan dibagi antara bank syariah dan 
shahibul mal juga sedikit, yang akhirnya membawa dampak 
kecilnya bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana (shahibul 
mal). Begitu sebaliknya penyaluran dana yang tidak besar, 
namun dilakukan dengan efektif, efesien, dan produktif, dan 
kualitas penyaluran dana yang baik sehingga banyak debitur 
yang melakukan pembayaran angsuran atau bagi hasil, akan 
membawa dampak pada pendapatan yang dibagi antara bank 
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syariah dan pemilik dana juga besar, yang mengakibatkan 
pendapatan yang diterima pemilik dana cukup besar.    
 
2) Fungsi investor 
Dalam penyaluran dana, baik dalam prinsip bagi hasil 
(mudharabah dan musyarakah), prinsip ujrah (ijarah) dan 
prinsip jual beli (murabahah, salam dan istishna’), bank syariah 
berfungsi sebagai investor (sebagai pemilik dana). Oleh karena 
itu, sebagai pemilik dana maka dalam menanamkan dana 
dilakukan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan tidak 
melanggar syariah, ditanamkan pada sektor-sektor produktif dan 
mempunyai risiko yang sangat minim. Keahlian, 
profesionalisme sangat diperlukan dalam menangani penyaluran 
dana ini, penerimaan pendapatan dan kualitas aktiva produktif 
yang sangat baik menjadi tujuan yang penting dalam penyaluran 
dana, karena pendapatan yang diterima dalam penyaluran dana 
inilah yang akan dibagikan kepada pemilik dana (deposan atau 
penabung mudharabah). Dengan demikian, fungsi ini sangat 
terkait dengan fungsi bank syariah sebagai manajer investasi.  
Bank syariah menginvestasikan dana yang disimpan 
pada bank tersebut dengan menggunakan alat investasi yang 
sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah 
tersebut meliputi akad mudharabah, musyarakah, murabahah, 
salam, istishna’ dan sewa menyewa. Keuntungan dibagikan 
kepada pihak yang memberikan kontribusi dana, setelah bank 
menerima bagian keuntungan mudharibnya yang telah 
disepakati antara pemilik rekening investasi dan bank sebelum 
pelaksanaan akad.  
Fungsi bank syariah sebagai investor juga dapat dilihat 
dalam hal penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah, 
baik yang dilakukan dengan menggunakan prinsip jual beli 
maupun dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Bank syariah 
dapat melakukan fungsi ini berdasarkan kontrak mudharabah 
atau sebuah agency contract. Berdasarkan akad mudharabah, 
bank (dalam kapasitasnya sebagai seorang mudharib yaitu 
seseorang yang melakukan investasi dana-dana pihak lain) 
hanya menerima suatu bagian keuntungan jika memperoleh 
keuntungan. Tetapi, jika terjadi kerugian maka bank tidak 
berhak memperoleh imbalan atas usahanya dan kerugian 
dibebankan kepada penyedia dana (rab al-mal). Menurut agency 
contract, bank menerima satu jumlah sekaligus (lump sum) atau 
persentase dari jumlah dana yang diinvestasikan tanpa 
memperhatikan apakah diperoleh keuntungan atau tidak.  
 
3) Fungsi jasa perbankan  
Sebagaimana hal dengan bank konvensional, bank 
syariah juga menjalankan fungsinya dalam memberikan layanan 
seperti kliring, transfer, inkaso, dan lain sebagainya yang sesuai 
dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah memberikan jasa 
transfer, inkaso, kliring dengan prinsip wakalah, menyediakan 
tempat menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan 
prinsip wadiah yad amanah, memberikan layanan letter of credit 
(L/C) dengan prinsip wakalah, memberikan layanan bank 
garansi dengan prinsip kafalah, memberikan layanan penukaran 
uang asing dengan prinsip sharf dan sebagainya. Bank syariah 
juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk 
memperoleh imbalan atas dasar agency contract atau sewa dan 
pendapatan yang diperoleh atas jasa keuangan tersebut 
merupakan pendapatan operasi lainnya dan tidak termasuk 
dalam perhitungan pembagian hasil usaha.  
 
4) Fungsi sosial 
Konsep perbankan syariah mengharuskan bank-bank syariah 
memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana qardh (pinjaman 
kebajikan) atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-
prinsip Islam. Di samping itu, konsep perbankan Islam juga 
mengharuskan bank-bank syariah untuk memainkan peran penting di 
dalam pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan 
kontribusi bagi perlindungan dan pengembangan lingkungan. Fungsi 
ini juga yang membedakan fungsi bank syariah dengan bank 
konvensional, walaupun hal ini ada dalam bank konvensional 
biasanya dilakukan oleh individu-individu yang mempunyai perhatian 
dengan hal sosial tersebut, tetapi dalam bank syariah fungsi sosial 
merupakan salah satu fungsi yang tidak dapat dipisahkan dengan 
fungsi-fungsi yang lain. Bank syariah harus memegang amanah dalam 
menerima ZIS atau qardul hasan dan itu haruslah dibuat dalam 





d. Karakteristik Bank Syariah 
Bank Syariah memiliki karakteristik khas yang 
membedakannya dengan lembaga keuangan konvensional. 
Karakteristik bank syariah antara adalah:11 
1) Menghindari MAGHRIB 
Bank syariah dalam melaksanakan kegiatannya harus 
menghindari unsur MAGHRIB, yaitu Maysir, Gharar, Riba, dan 
Bathil. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah dijelaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan 
kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, antara lain adalah 
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kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maysir, gharar, 
haram dan zalim.12   
Riba dimaknai sebagai penambahan secara tidak sah 
(bathil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis 
yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan 
(fadhl), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang 
mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan 
dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya 
waktu (nasi’ah) . Esensi riba dalam bank syariah adalah setiap 
tambahan pada jumlah piutang yang dipersyaratkan dalam 
transaksi pinjam meminjam uang serta derivasinya dan transaksi 
tidak tunai lainnya, seperti murabahah tangguh, dan setiap 
tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi pertukaran uang 
(money exchange) yang sejenis secara tunai maupun tangguh dan 
yang tidak sejenis secara tidak tunai. 
 
Maysir diartikan sebagai transaksi yang digantungkan 
kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-
untungan. Esensi maysir adalah setiap transaksi yang bersifat 
spekulatif dan tidak berkaitan dengan produktifitas serta bersifat 
perjudian (gambling).  
Gharar merupakan transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak 
dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan 
pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Esensi 
gharar adalah setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu 
pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan, manipulasi dan 
eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad. 
Bentuk-bentuk gharar antara lain: 
a) Tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan objek akad 
pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun 
belum ada; 
                                                             
12
Lihat penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah.  
b) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan 
penjual; 
c) Tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas 
barang/jasa; 
d) Tidak adanya kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan 
alat pembayaran; 
e) Tidak adanya ketegasan jenis dan objek akad; 
f) Kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan 
yang ditentukan dalam transaksi; 
g) Adanya unsur eksploitasi salah satu pihak karena informasi yang 
kurang atau dimanipulasi dan ketidaktahuan atau 
ketidakpahaman yang ditransaksikan. 
Haram adalah transaksi yang objeknya dilarang dalam 
syariah. Esensi haram dalam transaksi bank syariah adalah segala 
unsur yang dilarang secara tegas dalam Alquran dan Sunnah.  
Selanjutnya zalim merupakan transaksi yang 
menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Esensi zalim 
(dzulm) adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, 
memberikan sesuatu yang tidak sesuai ukuran, kualitas dan 
temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan 
memperlakukan sesuatu tidak sesuai posisinya. Kezaliman dapat 
menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat secara 
keseluruhan, bukan hanya sebagian, atau membawa 
kemudharatan bagi salah satu pihak atau pihak-pihak yang 
melakukan transaksi. 
2) Paradigma Transaksi Syariah 
Dalam melaksanakan transaksi syariah, hendaknya 
mempergunakan transaksi sebagai berikut:13 
a) Transaksi syariah berdasarkan pada paradigma dasar bahwa 
alam semesta dicipta oleh Tuhan sebagai amanah dan sarana 
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kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk 
mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. 
b) Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat 
manusia memiliki akuntabilitas dan nilai illahiah yang 
menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai 
parameter baik dan buruk, bener dan salahnya aktivitas 
usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang 
membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik (good 
gavernance) dan disiplin pasar (market discipline) yang baik. 
c) Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur 
aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, 
baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan 
Tuhan maupun interaksi horisontal dengan sesama makhluk. 
Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan 
muamalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi 
semua pelaku dan stakeholder entitas yang melakukan 
transaksi syariah. Akhlak merupakan norma dan etika yang 
berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar 
hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergi 
dan harmonisasi.  
3) Asas Transaksi Syariah 
Asas-asas transaksi syariah yang harus dipenuhi oleh bank 
syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah sebagai 
berikut: 
a) Persaudaraan (ukhuwah) 
Prinsip persaudaraan (ukhuwah) esensinya adalah 
nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi 
kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum 
dengan semangat saling menolong. Transaksi syariah 
menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh 
manfaat sehingga seseorang tidak boleh mendapat 
keuntungan di atas kerugian orang lain. Ukhuwah dalam 
transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal, saling 
memahami, saling menolong, saling menjamin, saling 
bersinergi dan beraliansi.  
b) Keadilan (‘adalah) 
Prinsip keadilan (‘adalah) esensinya menempatkan 
sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu 
hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai 
porsinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha 
berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya 
unsur riba, kezaliman, maysir, gharar dan lainnya.  
 
c) Kemaslahatan (mashlahah) 
Prinsip kemashlahatan (mashlahah) esensinya 
merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang 
berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta 
individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus 
memenuhi dua unsure yakni kepatuhan syariah (halal) serta 
bermanfaat dan membawa kebaikan (thayib) dalam semua 
aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan 
kemudharatan. Transaksi syariah yang dianggap bermaslahat 
harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi 
tujuan ketetapan syariah (maqashid syariah), yaitu berupa 
pemeliharaan terhadap:  
(1) Akidah, keimanan dan ketakwaan (ad-Din); 
(2) Akal (al-‘Aql); 
(3) Keturunan (an-Nashl); 
(4) Jiwa dan keselamatan (an-Nafs); dan  
(5) Harta benda (al-Mal). 
d) Keseimbangan (tawazun);  
Prinsip keseimbangan (tawazun) esensinya meliputi 
keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan 
publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis sosial, dan 
keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi 
syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi 
keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik 
(shareholder). Manfaat yang didapat tidak hanya difokuskan 
pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang 
dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi.  
 
 
e) Universalisme (syumuliyah). 
Prinsip universalisme (syumuliyah) esensinya dapat 
dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang 
berkepentingan (stakeholder) tanpa membedakan suku, 
agama, ras, dan golongan, sesuai dengan semangat rahmatan 
lil alamin. 14  
4) Karakteristik Transaksi Syariah 
Transaksi atau kegiatan usaha yang dilakukan bank syariah 
harus memenuhi karakteristik syariah sebagai berikut:15 
a) Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan 
asas transaksi syariah harus memnuhi karakteristik transaksi 
syariah sebagai berikut: 
(1) Transaksi hanya dilakukan berdasarkan perinsip saling 
paham dan saling ridho; 
(2) Perisip kebebasan bertansaksi diakui seanjang objeknya 
halal dan baik (thayib); 
(3) Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan 
pengukur nilai, bukan sebagai komoditas; 
(4) Tidak mengandung unsur riba; khezaliman; masyir; 
gharar; haram; 
(5) Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value 
is money) karena keuntunganyang didapat dalam 
kegiatan usaha tekait dengan risiko yang melekat pada 
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kegiatan usaha tersebut sesuai dengan perinsip al-
ghunmu bil ghurmi (no gain without accompanying risk); 
(6) Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang 
jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak 
tanpa merugikan pihak lain sehinggaa tidak 
diperkenankan menggunakan dua transaksi bersama 
yang berkaitan (ta’alluq) dalam satu akad; 
(7) Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan 
(najasy), maupun melalui rekayasa penawaran  (ihtikar); 
dan 
(8) Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap 
(risywah). 
b) Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersiifat 
komersial dilakukan antara lain berupa: investasi untu 
mendapatkan bagihasi; jual beli barang untuk mendapatkan 
laba; dan atau pembeerian laanan jasa untuk mendapat 
imbalan. 
c) Transaksi syariah nonkomersial dilakukan antara lain 
berupa; pemberian dana pinjaman atau talangan (qardh); 
penghimpunan dana penyaluran dana sosial seperti zakat, 
infak, sedekah, wakaf dan hibah. 
 
e. Produk-Produk Pembiayaan Syariah  
Bila dilihat dari jenis akad, maka pembiayaan dalam praktik 
perbankan syariah dapat dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu:
16
  
1) Pembiayaan dengan pola jual beli (at-Tijarah) 
Kata kunci pembiayaan dengan pola jual beli adalah 
adanya barang yang diperjualbelikan. Selama pembiayaan yang 
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diajukan bertujuan pembelian suatu barang, maka bank akan 
menggunakan akad jual beli. Dalam pembiayaan menggunakan 
akad jual beli, bank bertindak sebagai penjual dan nasabah 
bertindak sebagai pembeli. Pada praktiknya, meskipun bank 
bertindak sebagai penjual namun barang yang dijual tidak selalu 
milik bank. Bank mengadakannya melalui pihak lain yang 
memiliki barang dan dibayar secara tunai oleh bank. Selanjutnya 
bank menjualnya kepada nasabah dan dibayar secara angsuran 
oleh nasabah. Penyerahan barang bisa saja dilakukan secara 
langsung dari pemilik barang kepada nasabah.  
Adapun jenis pembiayaan menggunakan pola jual beli 
yang lazim dilakukan oleh bank syariah adalah: 
a) Pembiayaan murabahah 
Secara bahasa murabahah berasal dari kata ar-Ribhu 
yang berarti yang berarti tumbuh dan berkembang, atau 
murabahah juga berarti al-Irbah, karena salah satu dari dua 
orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada 
yang lainnya. Sedangkan secara istilah, Bai’ al-Murabahah 
adalah Jual beli murabahah adalah jual beli dengan harga 
awal disertai dengan tambahan keuntungan. 
Dalam perbankan syariah, jual beli murabahah 
diterapkan sebagai produk pembiayaan untuk membiayai 
pembelian barang-barang konsumer, kebutuhan modal 
kerja, dan kebutuhan investasi. Pembiayaan dalam bentuk 
konsumer seperti pembelian kenderaan, rumah, dan barang-
barang multiguna (barang elektronik, perlengkapan rumah 
tangga, renovasi rumah dan barang-barang kebutuhan 
konsumer lainnya). Sedangkan dalam bentuk pembiayaan 
modal kerja, misalnya membeli bahan baku kertas dalam 
rangka pesanan percetakan, merchandise inventory, raw 
material inventory, dan barang modal lainnya. Pembiayaan 
untuk yang bersifat investasi seperti untuk membeli mesin-
mesin dan peralatan untuk peningkatan dan pembaharuan 
teknologi.  
Mekanisme penerapan murababah di perbankan 
syariah didasarkan pada asumsi bahwa nasabah 
membutuhkan barang/objek tertentu, tetapi kemampuan 
finansial tidak cukup untuk melakukan pembayaran secara 
tunai. Untuk itulah, maka nasabah berhubungan dengan 
bank syariah. Namun, karena bank syariah pada umumnya 
tidak memiliki inventory terhadap barang/objek yang 
dibutuhkan nasabah, maka bank syariah melakukan 
pembelian barang atas barang yang diinginkan nasabah 
kepada pihak lain seperti kepada supplier/pemasok, dealer, 
developer, atau penyedia barang lainnya. Dengan demikian, 
bank syariah bertindak sebagai penjual di satu sisi, dan di 
sisi lain bertindak sebagai pembeli, yang kemudian akan 
menjualnya kembali kepada nasabah pemesan dengan harga 
jual yang disepakati.  
 
b) Pembiayaan salam 
Bai’ as-Salam atau disingkat salam disebut juga 
dengan salaf secara bahasa berarti pesanan atau jual beli 
dengan melakukan pesanan terlebih dahulu. Secara istilah, 
para ulama fiqh memberikan definisi Salam adalah akad 
atas suatu barang dengan kriteria tertentu sebagai 
tanggungan tertunda dengan harga yang dibayarkan dalam 
majelis akad.  
Menurut Dewan Syariah Nasional, salam adalah jual 
beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga 
terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.
17
  
Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan 
bahwa jual beli salam adalah suatu proses jual beli barang 
pesanan dengan kriteria yang jelas, pembayaran dilakuan di 
muka sementara barang dilakukan di kemudian hari.  
Aplikasi salam dalam perbankan syariah, biasanya 
dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka 
waktu yang relatif pendek, yaitu 2 – 6 bulan. Begitu pula 
dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang industri, 
misalnya produk garmen (pakaian jadi), sepatu, dan lain-
lain. Pada prinsipnya, aplikasi di perbankan syariah 
ditujukan untuk bridging financing bagi nasabah dalam 
memproduksi suatu barang dan bank membeli barang 
tersebut.  
Apabila mengacu pada praktik Rasul mengenai 
keabsahan praktik salam dengan memperhatikan kebiasaan 
masyarakat Madinah waktu itu yang agraris, maka akad 
salam ini digunakan pada pembiayaan bagi petani dengan 
waktu yang relatif pendek. Di mana pihak bank melakukan 
pembelian terhadap komoditas yang ada di petani kemudian 
menjualnya ke pasar atau memberikan biaya (dana) kepada 
petani untuk menanam suatu komoditas dalam waktu 
tertentu, misalnya 5 bulan, kemudian nanti setelah panen, 
komoditas tersebut diserahkan kepada pihak bank. Pihak 
bank menjualnya kepada pihak lain sehingga mendapatkan 
keuntungan dari menjual komoditas tersebut. Dalam hal ini 
pihak bank berfungsi sebagai trader/pedagang.  
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Namun dalam realitasnya, karena fungsi bank 
sekarang ini hanya sebagai intermediary institution yang 
tidak melakukan deal secara langsung dengan komoditas 
(sebagai trader), maka mekanisme yang mungkin dilakukan 
adalah dengan melakukan jual beli barang secara bertingkat 
(salam paralel/salam al-muwazi’), yaitu transaksi antara 
bank dengan produsen dan antara bank dengan pembeli 
secara bersamaan. Bank dalam hal ini, baru bisa melakukan 
transaksi dengan produsen, jika bank sudah memiliki calon 
pembeli. Pada pelaksanaannya dapat pula dilakukan 
transaksi antara bank dengan pembeli/pemesan terlebih 
dahulu, kemudian bank mencari produsen untuk memenuhi 
pesanan tersebut. Dengan demikian, bank dapat bertindak 
sebagai pembeli dan/atau penjual dalam suatu transaksi 
salam. Pada saat bank bertindak sebagai penjual, maka bank 
memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang 
pesanan, kemudian bank menjualnya kepada pembeli 
sebagai bentuk pembiayaan bank.  
c) Pembiayaan istishna’ 
Istishna’ berarti minta dibuatkan/dipesan. Akad 
yang mengandung tuntutan agar tukang/ahli (shani’) 
membuatkan suatu pesanan dengan ciri-ciri khusus. Dengan 
demikian, istishna’ adalah jual beli antara pemesan  dan 
penerima pesanan, di mana spesifikasi dan harga barang 
disepakati di awal, sedangkan pembayaran dilakukan secara 
bertahap sesuai kesepakatan.  
Dalam praktik perbankan, prinsip istishna’ ini 
dapat dilakukan dengan cara dimana pihak bank melakukan 
pesanan barang kepada produsen sesuai kebutuhan nasabah. 
Barang tersebut harus secara jelas diketahui 
karakteristiknya, baik berupa jenis, spesifikasi teknis, 
kualitas, dan kuantitasnya. Apabila barang yang dipesan 
tersebut terdapat cacat atau salah, maka pihak 
produsen/penjual bertanggungjawab atas kelalaiannya.  
Dalam praktiknya, bank dapat bertindak sebagai 
pembeli atau penjual dalam suatu transaksi istishna’. Jika 
bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada 
pihak lain (subkontraktor) untuk menyediakan barang 
pesanan dengan cara istishna’, maka hal ini disebut 
istishna’ bertingkat/paralel). Cara ini dibenarkan selama 
akad kedua antara bank dan subkontraktor terpisah dari 
akad pertama antara bank dan pembeli akhir, akad kedua 
dilakukan setelah akad pertama sah.   
Akad istishna’ biasanya diterapkan dalam 
perbankan dalam proyek konstruksi di mana nasabah 
memerlukan biaya untuk membangun suatu konstruksi 
milik suatu bohir tertentu. Dalam hal ini, bohir adalah 
mushtashni’, sementara bank merupakan shani’ pertama 
dan nasabah merupakan shani’ kedua. Karena istishna’ 
sebagaimana transaksi salam, yaitu cara memperoleh aset, 
maka akad istishna’ selesai ketika barang/bangunan itu 
selesai dibuat. Secara prinsip bangunan itu milik bank. Oleh 
karena itu, bank harus melakukan akad lain dengan bohir 
yaitu murabahah, ijarah dan/atau ijarah muntahiya 
bittamlik.  
Istishna’ dalam bank-bank Islam biasanya 
diaplikasikan pada pembiayaan konstruksi di mana bank 
(shani’) menerima pesanan dari pemilik proyek/bohir 
(mustashni’) untuk membangun suatu bangunan dan 
menyerahkannya kepada kontraktor untuk membangunnya. 
Bank membayar untuk konstruksi itu dan kemudian 
mengijarahkan bangunan itu kepada bohir. Oleh karena itu, 
dalam praktik perbankan, istishna’ biasanya dibarengi 
dengan ijarah. Hal ini disebabkan karena pembangunan 
yang dibeli secara istishna’ menurut hukum telah menjadi 
milik bank, dan untuk mengurangi biaya pemeliharaan, 
pajak, dan lain-lain, bangunan itu berhak disewakan oleh 
bank.  
 
2) Pembiayaan dengan pola sewa (al-Ijarah)  
Pengertian pembiayaan sewa menyewa (ijarah) dapat 
didefinisikan sebagai transaksi terhadap penggunaan manfaat 
suatu barang dan jasa dengan pemberian imbalan. Apabila objek 
pemanfaatannya berupa barang, maka imbalannya disebut 
dengan sewa, sedangkan bila objeknya berupa tenaga kerja 
maka imbalannya disebut upah. Dalam praktiknya ijarah dapat 
diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu: 
a) Pembiayaan Ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas 
barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa 
diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/ 
milkiyyah) atas barang itu sendiri. 
b) Pembiayaan Ijarah muntahiya bittamlik, yaitu akad sewa 
menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk 
mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya 
dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat 
tertentu sesuai dengan akad sewa.  
Penerapan ijarah dalam perbankan syariah dapat 
berupa sewa murni dan ijarah muntahiya bittamlik. Kedua 
bentuk ini secara konvensional dikenal sebagai operating lease 
dan financial lease, yang kedua-duanya sebagai bentuk dari 
sewa guna usaha (leasing).  
Pada umumnya, di perbankan syariah lebih banyak 
diterapkan bentuk ijarah muntahiya bittamlik (IMBT). Hal ini 
disebabkan karena lebih praktis dan sederhana bagi bank, baik 
dari sisi pembukuan maupun tidak adanya pemeliharaan objek 
sewa. Disamping itu, risiko lebih kecil karena hak kepemilikan 
dari bentuk IMBT ini selama belum lunas masih berada di pihak 
bank.  
Dalam praktiknya, bank syariah akan membeli atau 
menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek 
ijarah dari supplier, penjual atau pemilik. Setelah dicapai 
kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai barang objek 
ijarah, tarif ijarah dan biaya pemeliharaannya, maka akad 
pembiayaan ijarah ditandatangani. Nasabah diwajibkan 
menyerahkan jaminan yang dimiliki, sementara bank 
menyerahkan objek ijarah kepada nasabah sesuai akad yang 
disepakati.  
Setelah periode ijarah berakhir, nasabah 
mengembalikan objek ijarah tersebut kepada bank. Apabila 
bank membeli objek ijarah tersebut, maka setelah periode ijarah 
berakhir, objek ijarah tersebut disimpan oleh bank sebagai asset 
yang dapat disewakan kembali. Namun apabila bank menyewa 
objek ijarah tersebut, maka setelah periode ijarah berakhir, 
objek ijarah tersebut dikembalikan oleh bank kepada 
supplier/penjual/pemilik.  
Adapun jenis/jasa yang dapat disewakan adalah sebagai 
berikut: 
a) Barang modal berupa asset tetap, seperti bangunan, gedung, 
kantor, ruko dan lain-lain.  
b) Barang produksi seperti mesin, alat-alat berat dan 
sebagainya. 
c) Barang kenderaan transportasi darat, laut dan udara. 
d) Jasa untuk membayar ongkos, seperti biaya sekolah/kuliah, 
tenaga kerja, hotel, dan lain sebagainya.  
 3) Pembiayaan dengan pola bagi hasil (asy-Syirkah) 
Dalam pembiayaan dengan pola bagi hasil, bank dan 
nasabah akan bekerjasama dalam suatu usaha. Bank sebagai 
lembaga keuangan akan terlibat dalam permodalan dan nasabah 
sebagai pelaksana usaha. Kedua belah pihak bersepakat apabila 
diperoleh hasil dari usaha tersebut akan dilakukan bagi hasil 
sesuai dengan nisbah atau proporsi bagi hasil yang disepakati. 
Namun, jika terjadi kerugian, maka bank menanggung kerugian 
berupa tidak diterimanya revenue (imbalan) sebagai bagi hasil 
yang semestinya diterima. Pokok pembiayaan yang diberikan 
oleh bank kepada nasabah menjadi tanggung jawab nasabah 
sepenuhnya untuk tetap dikembalikan kepada bank.  
Berdasarkan komposisi share modal bank dalam usaha 
nasabah, terdapat dua pola pembiayaan: 
a) Pembiayaan musyarakah, yaitu akad kerjasama kemitraan 
antara penyedia dana usaha (shahibul mal) dengan 
pengelola dana/manajemen usaha (mudharib) untuk 
memperoleh hasil usaha dengan pembagian hasil usaha 
sesuai porsi (nisbah) yang disepakati bersama pada awal. 
Menurut Ahmed Ali Abdallah sebagaimana dikutip 
oleh Fathurrahman Djamil mengemukakan bahwa 
musyarakah dapat diaplikasikan pada perbankan syariah 
dalam berbagai bentuk sebagai berikut:
18
 
(1) Musyarakah permanen (continuous musharakah), 
dimana pihak bank merupakan rekanan usaha tetap 
dalam suatu proyek usaha. Meskipun jarang 
dipraktikkan, namun investasi modal permanen ini 
merupakan alternatif menarik bagi investasi surat-surat 
berharga atau saham, yang merupakan salah satu 
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portofolio investasi bank. Dalam musyarakah model 
ini, bank dituntut untuk terlibat langsung dalam 
menjalankan usaha yang menguntungkan, selama 
masing-masing partner musyarakah menginginkannya. 
Namun begitu, sistem ini memiliki kelemahan, dimana 
pihak bank bisa kehilangan fokus terhadap bisnis 
utamanya, khususnya jika proyek musyarakah 
permanen itu sangat berbeda dengan keahlian utama 
bank. Selain itu, bank juga harus mengalokasikan 
sumber dayanya ke dalam usaha tadi. Sebaliknya, pihak 
pengusaha sebagai partner musyarakah mungkin juga 
memiliki keberatan tertentu untuk terus menerus 
menerus kehadiran pihak bank dalam menajemen 
usahanya.  
(2) Musyarakah untuk modal kerja (musharakah in 
working capital). Bank merupakan rekanan pada tahap 
awal dari sebuah usaha atau proses produksi. Dalam 
model ini, pihak bank akan menyediakan atau 
merupakan pemilik dari alat-alat produksi usaha tadi. 
Dalam waktu yang sama, rekan usaha bank tadi 
mempunyai hak dan peluang untuk membeli alat-alat 
produksi atau bentuk-bentuk modal kerja lain yang 
telah disepakati dari bank.  
(3) Decreasing musharakah atau diminishing musharakah, 
yaitu suatu perjanjian syirkah antara bank dan nasabah 
bahwa modal bank akan menurun dari waktu ke waktu 
dan kepemilikan proyek akan beralih kepada nasabah. 
Pada akhirnya seluruh proyek akan dimiliki oleh 
nasabah sendiri. Model ini disebut juga dengan nama 
musyarakah mutanaqqisah, yaitu musyarakah atau 
syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal 
salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan 
pembelian secara bertahap bertahap oleh pihak lainnya.  
b) Pembiayaan mudharabah, yaitu akad kerjasama usaha 
antara dua orang di mana pihak pertama (shahibul mal) 
menyediakan seluruh (100%) modal sedangkan pihak lain 
menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah 
dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam 
kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik 
modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si 
pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena 
kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus 
bertanggung jawab atas kerugian tersebut.  
 
2. Tingkat Margin (Keuntungan) 
Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai penjual dalam 
menawarkan harga jual berdasarkan harga pokok yang diberiatuhan secara 
jujur ditambah dengan keuntungan yang diharapkan dari nasabah yang 
bertindak sebagai pembeli. Sedangkan pembeli melakukan penawaran 
sebesar harga pokok yang ditambah dengan keuntungan yang diinginkan oleh 
nasabah.  
Bank Syariah menetapkan margin keuntungan terhadap produk-
produk pembiayaan yang berbasis Natural Certainty Contracts (NCC), yakni 
akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah 
(amount) maupun waktu (timing), seperti pembiayaan murabahan, ijarah, 
ijarah muntahia bit tamlik, salam dan istishna’. 
Secara teknis, yang dimaksud dengan margin keuntugan adalah 
persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan margin 
keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 
hari. Perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun 
ditetapkan 12 bulan.  
Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara 
angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa 
berdasarkan murabahah, salam, istishna’, dan atau ijarah disebut sebagai 
piutang. Besarnya piutang tergantung pada plafond pembiayaan, yakni jumlah 
pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam 
perjanjian pembiayaan.19 
Dalam penentuan margin ini memiliki perhatian lebih dari nasabah 
yang akan melakukan transaksi pembiayaan murabahah. Karena dengan 
adanya margin ini, nasabah bisa memperkirakan berapa harga yang pantas 
dari barang yang akan dibeli dari pihak Bank Syariah ataupun Lembaga 
Keuangan Syariah. Karena disini margin adalah harga perolehan penentu akhir 
yang diperoleh dari penambahan harga pokok dari supplier.  
Perlakuan margin ini sangat berbeda dengan bunga bank. Karena 
margin ini diperoleh melalui akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang 
berdasarkan prinsip keadilan. Serta penetapan atau tingkat margin ini 
tergantung dari jenis barang, pembanding, reputasi mitra dan alat ukur yang 
digunakan. 
Batas maksimal penentuan keuntungan dalam murabahah adalah 
tidak ada dalil dalam syariah yang berkaitan dengan penentuan keuntungan 
usaha, sehingga bila melebihi jumlah tersebut dianggap haram. Hal demikian, 
telah menjadi kaidah umum untuk seluruh jenis barang dagangan di setiap 
zaman dan tempat. Ketentuan tersebut, karena ada beberapa hikmah, 
diantaranya:  
a. Perbedaan harga, terkadang cepat berputar dan terkadang lambat. 
Menurut kebiasaan, kalau perputarannya cepat, maka 
keuntungannya lebih sedikit. Sementara bila perputarannya lambat 
keuntungannya banyak. 
b. Perbedaan penjualan kontan dengan penjualan pembayaran tunda 
(kredit). Pada asalnya, keuntungan pada penjualan kontan lebih 
kecil dibandingkan keuntungan pada penjualan kredit. 
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c. Perbedaan komoditas yang dijual, antara komoditas primer dan 
sekunder, keuntungannya lebih sedikit, karena memperhatikan orng-
orang yang membutuhkan, dengan komoditas luks, yang 
keuntungannya dilebihkan menurut kebijakan karena kurang 
dibutuhkan.  
Sebagaimana telah dijelaskan, tidak ada riwayat dalam sunnah 
Nabi yang mengatur pembatasan keuntungan, sehingga tidak boleh 
mengambil keuntungan melebihi dari yang sewajarnya. Bahkan 
sebaliknya diriwayatkan dalam suatu hadits yang menetapkan bolehnya 
keuntungan perdagangan itu mencapai dua kali lipat pada kondisi 
tertentu, atau bahkan lebih.
20
  
Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan 
margin dan bagi hasil di Bank Syariah antara lain:21  
a. Komposisi Pendanaan  
Bagi bank syariah yang penadanaannya sebagian besar diperoleh dari 
dana giro dan tabungan, yang nisbah nasabah tidak setinggi deposito 
(bahwa bonus/athaya untuk giro cukup rendah karena diserahkan 
sepenuhnya pada kebijakan bank syariah), maka penentuan 
keuntungan (margin atau bagi hasil bagi bank)akan lebih kompetitif 
jika dibandingkan suatu bank yang pendanaanya porsi terbesar dari 
deposito.  
b. Tingkat Persaingan 
Jika tingkat kompetisi ketat, porsi keuntungan bank tipis, sedangkan 
pada tingkat persaingan masih longgar bank dapat mengambil 
keuntungan lebih tinggi.  
c. Resiko Pembiayaan 
Pada pembiayaan yang beresiko tinggi, bank dapat mengambil 
keuntungan lebih tinggi disbanding yang beresiko sedang.  
d. Jenis Nasabah 
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Yang dimaksud adalah nasabah prima dan nasabah biasa. Bagi 
nasabah prima, dimana usahanya besar dan kuat, bank cukup 
mengambil keuntungan tipis, sedangkan untuk pembiayaan kepada 
nasabah biasa diambil keuntungan yang lebih tinggi.  
e. Kondisi Perekonomian  
Siklus ekonomi meliputi kondisi: revival, boom/peak-puncak, resensi, 
dan depresi. Jika perekonomian secara umum berada pada dua 
kondisi pertama, dimana usaha berjalan lancar, maka bank dapat 
mengambil kebijakan pengambilan keuntungan yang lebih longgar. 
Namun pada kondisi lainnya (resesi dan depresi) bank tidak 
merugipun sudah bagus keuntungan sangat tipis.  
f. Tingkat Keuntungan yang Diharapkan Bank  
Secara kondisional, hal ini (spread bank) terkaid dengan masalah 
keadaan perekonomian pada umumnya dan juga resiko atas suatu 
sektor pembiayaan, atau pembiayaan terhadap debitur dimaksud. 
Namun demikian, apapun kondisinya serta siapapun debiturnya, bank 
dalam operasionalnya, setiap tahun tertentu telah menetapkan 
berapa besar keuntungan yang dianggarkan. Anggaran keuntungan 
inilah yang akan berpengaruh pada kebijakan penentuan besarnya 
margin ataupun nisbah bagi hasil untuk bank.  
Karim dalam menetapkan margin keuntungan mempertimbangkan 
beberapa hal diantaranya:22  
a. Direct Competitor’s Market Rate (DCMR)  
Yang dimaksud dengan DCMR adalah tingkat margin keuntungan 
rata-rata perbankan syariah, atau tingkat margin keuntungan rata-
rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO (Asset 
Liability Commite) sebagai kelompok kompetitor langsung, atau 
tingkat margin keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan 
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b. Indirect Competitor’s Market Rate (ICMR)  
Yang dimaksud dengan ICMR adalah tingkat suku bunga rata-rata 
perbankan konvensional, tinhgkat rata-rata suku bunga beberapa 
bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai 
kompetitor tidak langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga bank 
konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai 
competitor tidak langsung terdekat.  
c. Expected Competitive Return For Investor (ECRI)  
Yang dimaksud dengan ICRI adalah target bagi hasil kompetitif yang 
diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.  
d. Acquiring Cost  
Yang dimaksud dengan acquiring cost adalah biaya yang dikeluarkan 
oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh 
dana pihak ketiga.  
e. Overhead Cost  
Yang dimaksud overhead cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh 
bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh 
dana pihak ketiga.  
Penetapan margin yang dilakukan perbankan syariah dipastikan 
berdasarkan kebutuhan dan kondisi lingkungan yang dihadapi. Dan 
diasumsikan bahwa bank syariah berada pada pasar persaingan 
sempurna. 
 
3. Pembiayaan Murabahah  
a. Pengertian Murabahah  
Murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan 
barang seharga biaya/harga pokok (cost) barang tersebut ditambah 
mark-up atau margin keuntungan yang disepakati. Karakteristik 
murabahah adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli  
mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah 
keuntungan yang ditambahkan pada biaya (cost) tersebut.  
Menurut PSAK 102 Akuntansi Murabahah menyatakan bahwa 
murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar 
biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual 
harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada 
pembeli.  
Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, 
murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga 
belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga 
yang lebih sebagai laba.  
 
b. Dasar Hukum Murabahah  
Beberapa dasar hukum yang melandasi dibolehkannya 
transaksi murabahah antara lain adalah:  
1) Firman Allah QS. An-Nisa’: 4/29:  
  
   
  
    
     
    
    
     
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka 
di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. 
An-Nisa’: 4/29) 
 
2) Firman Allah QS. Al-Baqarah: 2/275: 
…   
   ……. 
Artinya: …..Allah telah menghalalkan jual beli dan 





3) Hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Suhaib:  
 ِهَْيلَع ُ هاللَّ ىهلَص ِ هاللَّ ُلىُسَر َلَاق َلَاق ِهِيَبأ ْنَع ٍبَْيهُص ِنْب ِِحلاَص ْنَع
 ُِّربْلا َُطلاَْخأَو ُةَضَرَاقُمْلاَو ٍلََجأ َىِلإ ُعَْيبْلا ُةَكََربْلا هنِهِيف ٌَثَلاث َمهلَسَو
.ِعَْيبِْلل َلا ِتَْيبِْلل ِريِعهشلِاب  
 
Artinya: Dari Salih Ibn Suhaib dari ayahnya berkata, Rasulullah 
Saw. bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual-beli 
tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur 
gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan 
untuk dijual.  
 
c. Rukun dan Syarat Murabahah  




1) Ba’i = penjual (pihak yang memiliki barang) 
2) Musytari = pembeli (pihak yang akan membeli barang) 
3) Mabi’ = barang yang akan diperjual belikan 
4) Tsaman = harga, dan  
5) Ijab Qabul = pernyataan timbang terima. 
Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam 
transaksi murabahah, antara lain adalah:
24
 
1) Pembeli memberitahu biaya modal kepada nasabah 
2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang 
ditetapkan  
3) Kontrak harus bebas riba 
4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat 
atas barang sesudah pembelian. 
5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. 
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d. Murabahah dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional 
MUI 
Dewan Syariah Nasional MUI menetapkan aturan tentang 
murabahah sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah 
Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000. 
Beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa ini terkait murabahah, 
antara lain: 
1. Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah 
a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang 
bebas riba. 
b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat 
Islam. 
c. Bank membiayai sebagaian atau seluruh harga pembelian 
barang yang telah disepakati kualifikasinya. 
d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama 
bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 
e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan 
dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan 
secara berutang. 
2. Ketentuan murabahah kepada nasabah  
a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian 
suatu barang atau asset kepada bank. 
b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli 
terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan 
pedagang. 
c. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah 
dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan 
perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum 
perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak 
harus membuat kontrak jual beli.  
d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk 
membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan 
awal pemesanan. 
e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, 
biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.  
f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus 
ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa 
kerugiannya kepada nasabah. 
g. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif 
dari uang muka, maka:  
i. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang 
tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. 
ii. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik 
bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh 
bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka 
tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi 
kekurangannya.  
3. Jaminan dalam murabahah 
a. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius 
dengan pesanannya. 
b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan 
yang dapat dipegang.  
4. Utang dalam murabahah 
a. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi 
murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang 
dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. 
Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan 
keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk 
menyelesaikan utangnya kepada bank.  
b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa 
angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi 
seluruhnya. 
c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, 
nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai 
kesepakatan awal. 
5. Penundaan pembayaran dalam murabahah 
a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan 
menunda penyelesaian utangnya. 
b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, 
atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, 
maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase 
Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 
musyawarah.  
6. Bangkrut dalam murabahah 
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan 
utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia sanggup 
kembali, atau berdasarkan kesepakatan.  
 
e. Aplikasi Murabahah pada Perbankan Syariah  
Dalam perbankan syariah, jual beli murabahah diterapkan 
sebagai produk pembiayaan untuk membiayai pembelian barang-
barang konsumer, kebutuhan modal kerja, dan kebutuhan investasi. 
Pembiayaan dalam bentuk konsumer seperti pembelian kenderaan, 
rumah, dan barang-barang multiguna (barang elektronik, 
perlengkapan rumah tangga, renovasi rumah dan barang-barang 
kebutuhan konsumer lainnya). Sedangkan dalam bentuk pembiayaan 
modal kerja, misalnya membeli bahan baku kertas dalam rangka 
pesanan percetakan, merchandise inventory, raw material inventory, 
dan barang modal lainnya. Pembiayaan untuk yang bersifat investasi 
seperti untuk membeli mesin-mesin dan peralatan untuk peningkatan 
dan pembaharuan teknologi.  
Mekanisme penerapan murababah di perbankan syariah 
didasarkan pada asumsi bahwa nasabah membutuhkan barang/objek 
tertentu, tetapi kemampuan finansial tidak cukup untuk melakukan 
pembayaran secara tunai. Untuk itulah, maka nasabah berhubungan 
dengan bank syariah. Namun, karena bank syariah pada umumnya 
tidak memiliki inventory terhadap barang/objek yang dibutuhkan 
nasabah, maka bank syariah melakukan pembelian barang atas 
barang yang diinginkan nasabah kepada pihak lain seperti kepada 
supplier/pemasok, dealer, developer, atau penyedia barang lainnya. 
Dengan demikian, bank syariah bertindak sebagai penjual di satu 
sisi, dan di sisi lain bertindak sebagai pembeli, yang kemudian akan 
menjualnya kembali kepada nasabah pemesan dengan harga jual 
yang disepakati.  
Skema pembiayaan murabahah dalam praktik perbankan 
syariah adalah sebagai berikut: 
 
Gambar 1 













G. Hasil Penelitian Terdahulu   
Adapun beberapa hasil kajian atau penelitian terdahulu yang relevan 
dengan penelitian ini adalah: 
1. Khodijah Hadiyyatul Maula25, “Pengaruh Simpanan (Dana Pihak Ketiga), 
Modal Sendiri, Margin Keuntungan dan NPF (Non Performing Financing) 
terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri”. Tujuan 
utama penelitian yang dilakukan Khodijah Hadiyyatul Maula adalah untuk 
memberikan penjelasan tentang besarnya simpanan (dana pihak ketiga), 
modal sendiri, margin keuntungan dan NPF (Non Performing Financing) 
terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri. Penelitian 
ini dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil 
penelitian Khodijah Hadiyyatul Maula membuktikan bahwa Dana Pihak 
Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank 
Syariah Mandiri.  
2. Visa Alvi Sa’adah26, “Pengaruh Penetapan Harga Jual dan Tingkat Margin 
Terhadap Keputusan Pembiayaan Murabahah pada Anggota BMT Agritama 
Blitar”. Fokus utama penelitian yang dilakukan Visa Alvi Sa’adah adalah 
untuk memberikan penjelasan tentang besarnya pengaruh penetapan 
harga jual dan tingkat margin terhadap keputusan pembiayaan murabahah 
pada anggota BMT Agritama Blitar. Penelitian ini dilakukan menggunakan 
analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian Visa Alvi Sa’adah 
membuktikan bahwa Harga Jual dan Tingkat Margin berpengaruh positif 
signifikan terhadap keputusan pembiayaan murabahah.  
3. Mustika Rimadhani dan Osni Erza27, “Analisis Variabel-Variabel yang 
Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Periode 
                                                             
25
Khodijah Hadiyyatul Maula, “Pengaruh Simpanan (Dana Pihak Ketiga), Modal 
Sendiri, Margin Keuntungan dan NPF (Non Performing Financing) terhadap Pembiayaan 
Murabahah pada Bank Syariah Mandiri” (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri 
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).  
 
26Visa Alvi Sa’adah, “Pengaruh Penetapan Harga Jual dan Tingkat Margin Terhadap 
Keputusan Pembiayaan Murabahah pada Anggota BMT Agritama Blitar” (Skripsi, Fakultas 
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Mustika Rimadhani dan Osni Erza, “Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi 
Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008-2011” (Jurnal Media 
Ekonomi, Vol. 19 No. 1, April 2011).  
2008-2011”. Fokus utama penelitian yang dilakukan Mustika Rimadhani 
dan Osni Erza adalah untuk menganalisis variabel-variabel yang 
mempengaruhi pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri 
periode 2008-2011. Adapun variabel digunakan dalam penelitian tersebut 
antara lain DPK, Margin Keuntungan, NPF dan FDR. Penelitian ini dilakukan 
menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian Mustika 
Rimadhani dan Osni Erza membuktikan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) 
dan Tingkat Margin berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif 
terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri.  
 
H. Kerangka Konseptual  
Permintaan dan penawaran terhadap pembiayaan haruslah 
mempertimbangkan faktor likuiditas dalam Tingkat Margin, karena dengan semakin 
menurunnya Tingkat Margin yang diberikan maka kemungkinan semakin meningkat 
pula pembiayaan atau penyaluran dana yang akan diberikan bank syariah kepada 
masyarakat 
Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 
Gambar 2 







I. Hipotesis  
Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat dikemukakan hipotesis 
penelitian ini adalah:  
Tingkat margin berpengaruh terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah pada 










A. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena 
penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Arikunto28 yang mengemukakan penelitian kuantitatif adalah pendekatan 
penelitian yang banyak dituntut menguakan angka, mulai dari pengumpulan 
data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya. 
 
B. Tempat dan Waktu Penelitian  
1. Tempat Penelitian 
Tempat dilakukannya penelitian ini adalah di PT BPRS Puduarta 
Insani yang beralamat di Jl. Besar Tembung No. 13 A Kecamatan Percut 
Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.  
 
2. Waktu Penelitian  
Adapun waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Januari 2017 
sampai dengan Mei 2017, dengan alokasi sebagai berikut:  
Tabel 2 
Alokasi Waktu Penelitian 
 
 
No Proses Penelitian 
Bulan/Minggu 
Januari 2017 Februari 2017 Maret 2017 April 2017 Mei 2017 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Pengajuan judul                                         
2. Penyusunan 
proposal 
                                        
3. Bimbingan 
proposal 
                                        
4. Seminar proposal                                         
5. Pengumpulan 
data 
                                        
6. Bimbingan 
skripsi 
                                        
7. Sidang skripsi                                          
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C. Definisi Operasional Variabel 
1. Variabel Dependen 
Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi 
atau yang menjadi akibat adanya variabel independen (bebas). Dalam 
penelitian ini yang menjadi variabel dependen (terikat) adalah pembiayaan 
murabahah.  
Pembiayaan murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal 
dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. 
Dalam murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada 
pembeli, kemudian ia menambahkan jumlah tertentu sebagai keuntungannya.  
 
2. Variabel Independen 
Variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi 
variabel terikat, baik secara positif ataupun negatif. Dalam penelitian yang 
menjadi variabel independen (bebas) adalah Tingkat Margin. 
Tingkat Margin merupakan suatu persentase dalam menentukan 
perolehan keuntungan yang akan diterima dari pembiayaan murabahah.  
 
D. Sumber Data  
Penelitian ini menggunakan data sekunder berdasarkan runtun waktu (time 
series) periode 2014 sampai dengan 2016 yang diperoleh dari laporan keuangan PT 
BPRS Puduarta Insani.  
 
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh peneliti dengan 
menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan melakukan pencatatan atau 
mengumpulkan catatan-catatan yang menjadi bahan penelitian terutama nominatif 





 F. Teknik Analisis Data  
Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
 
1. Analisis Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk 
mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui 
data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan 
membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.29 
Pada statistik deskriptif ini, akan dikemukakan gambaran (deskripsi) 
tentang suatu data, seperti berapa rata-ratanya, deviasi standarnya, varians 
data, nilai minimum dan maksimum data dan lain sebagainya. 
 
2. Analisis Regresi Linier Sederhana 
Analisis regresi linier sederhana adalah analisis regresi linier yang 
hanya melibatkan dua variabel, yaitu satu variabel independen dan satu 
variabel dependen. Disebut linier sederhana karena variabel dependen 
diasumsikan berhubungan linier dalam parameter dan linier dengan variabel 
independen.30 
Analisis regresi pada penelitian ini menggunakan bantuan program 
IBM SPSS Statistics 19. Persamaan regresi yang dibentuk adalah sebagai 
berikut: 
 
Y = α + βx + ε 
Dimana Y = Pembiayaan Murabahah   
 α = Konstanta 
 β = Kemiringan (slope) kurva linier 
 X = Tingkat Margin  
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Sugiyono, Statistika untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 29.  
 
30
Mohammad Farhan Qudratullah, Analisis Regresi Terapan: Teori, Contoh Kasus, dan 
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 Ε = Variabel pengganggu (residual) 
 
 
3. Uji Koefisien Regresi Sederhana (Uji t) 
Uji t digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel 
independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. 
Uji t ini dilakukan dengan ketentuan: 
a. Bila t hitung < t tabel, maka H0 diterima dan ditolak Ha artinya bahwa 
secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh terhadap 
variabel dependen. 
b. Bila t hitung > t tabel, maka H0 ditolak dan menerima Ha artinya bahwa 
secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap 
variabel dependen.  
Pengujian ini juga dapat menggunakan pengamatan nilai signifikan t 
pada tingkat α sebesar 5%. Analisis ini didasarkan pada perbandingan antara 
nilai signifikansi t dengan nilai signifikansi 0,05 dengan ketentuan: 
a. Jika signifikansi t < 0,05 maka H0 ditolak berarti variabel independen 
secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. 
b. Jika signifikansi t > 0,05 maka H0 diterima berarti variabel independen 
secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 
 
4. Uji Koefisien Determinasi (Adjust R2) 
Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel variabel terikat. Nilai 
koefisien determinasi antara 0 dan 1. Nilai adjusted R2 yang kecil berarti 
kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat 
terbatas, begitu juga sebaliknya. 
Jika dalam uji empiris diperoleh nilai adjusted R2 negatif, maka nilai 
udjusted R2 dianggap bernilai nol. Secara matematis, jika nilai R2 = 1, maka 
udjusted R2 = R2 yaitu sama dengan 1. Sedangkan jika nilai R2 = 0, maka 
udjusted R2 = (1-k)/(n-k). Jika k > 1, maka udjusted R2 akan bernilai negatif. 
 
5. Uji F (Uji Simultan) 
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen 
secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara 
signifikan.31 Pengujian ini menggunakan uji F dengan membandingkan F hitung 
dengan F tabel. Uji F dilakukan dengan ketentuan: 
a. Bila F hitung < F tabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak, artinya bahwa 
secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh terhadap 
variabel dependen.  
b. Bila F hitung > F tabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya variabel 
independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 
dependen.  
Pengujian ini juga dapat menggunakan pengamatan nilai signifikan F 
pada tingkat α sebesar 5%. Analisis ini didasarkan pada perbandingan antara 
nilai signifikansi F dengan nilai signifikansi 0,05 dengan ketentuan: 
a. Jika signifikansi F < 0,05, maka H0 ditolak. Artinya variabel-variabel 
independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. 
b. Jika signifikansi F > 0,05, maka H0 diterima. Artinya variabel independen 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
J. Hasil Penelitian     
1. Analisis Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk 
mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti 
melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan 
analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.32 
Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dapat 
dilihat dari nilai rata-rata (mean), ukuran penyebaran data dari rata-ratanya 
(standar deviasi), nilai maksimum dan minimum.  
 
a. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Pembiayaan Murabahah  
Tabel 4 
Data Pembiayaan Murabahah PT BPRS Puduarta Insani  
Tahun 2012 – 2016 
Bulan  
Tahun 
2012 2013 2014 2015 2016 
Januari  25,189,769 27,264,598 29,946,663 32,956,683 37,900,655 
Februari  25,415,854 28,006,346 30,220,821 34,634,969 38,892,434 
Maret 25,854,580 28,259,110 29,950,738 36,274,665 39,333,521 
April 26,212,587 28,599,626 29,934,436 36,999,142 40,353,646 
Mei  26,267,528 29,149,201 29,761,471 37,302,777 40,833,771 
Juni  26,852,496 29,764,469 29,865,619 36,860,677 41,965,608 
Juli 27,096,535 29,968,167 29,488,203 36,899,004 41,062,749 
Agustus  27,185,321 30,015,890 29,847,219 37,099,827 41,184,040 
September  26,975,342 30,029,601 30,077,286 37,585,778 41,133,709 
Oktober  27,500,112 29,975,434 30,996,789 37,176,627 41,013,452 
November  27,275,372 29,428,345 31,143,332 37,506,264 41,139,872 
Desember  27,422,661 29,817,413 30,493,625 37,300,233 40,873,706 
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Tabel 5  
















60 25189769,0 41965608,0 32592272,80 678522,12 5255809,77 ,444 ,309 -1,300 ,608 
Valid N (listwise) 60          
 Sumber: IBM SPSS Statistics 19 
 
Berdasarkan tabel 4 di atas bahwa dari periode 2012 sampai 
dengan 2016 diperoleh hasil rata-rata pembiayaan murabahah PT 
BPRS Puduarta Insani adalah sebesar 32.592.272,80. Sedangkan 
pencapaian tertinggi pembiayaan murabahah adalah sebesar 
41.965.608,0 yang terjadi pada bulan Juni 2016 dan pencapaian 
terendah dari pembiayaan murabahah PT BPRS Puduarta Insani 
adalah 25.189.769,0 yang terjadi pada bulan Januari 2012, sementara 
untuk standar deviasi pembiayaan murabahah adalah sebesar 
5255809,77. 
 
Hasil tampilan output SPSS memberikan nilai skewness dan 
kurtosis masing-masing -0,444 dan -1,126 sehingga dapat disimpulkan 
bahwa data pendapatan terdistribusi secara normal. 
 
b. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Tingkat Margin  
 
Tabel 6 
Data Tingkat Margin PT BPRS Puduarta Insani  
Tahun 2012 – 2016 
Bulan  
Tahun  
2012 2013 2014 2015 2016 
Januari  17.35  17.33  17.45  16.26  18.34  
Februari  17.35  17.28  17.52  19.19  19.32  
Maret 17.43  17.21  16.98  20.81  18.98  
April 17.38  17.04  16.86  20.69  18.83  
Mei  17.37  17.27  16.18  20.71  18.92  
Juni  17.49  17.29  16.27  20.68  18.43  
Juli 17.01  17.36  16.87  20.23  20.68  
Agustus  17.98  17.32  17.49  20.76  19.65  
September  17.87  17.78  17.43  20.67  19.52  
Oktober  17.63  17.81  16.98  20.29  20.74  
November  17.51  17.32  16.87  19.59  20.69  
Desember  17.35  17.66  16.55  19.38  20.45  
 
Tabel 7 
Hasil Output SPSS atas Variabel Tingkat Margin  
Descriptive Statistics 
 










Tingkat Margin 60 1618,00 2081,00 1826,0833 18,52385 143,48511 ,651 ,309 -,994 ,608 
Valid N (listwise) 60          
Sumber: IBM SPSS Statistics 19 
 
Berdasarkan tabel 6 di atas bahwa dari periode 2012 sampai 
dengan 2016 diperoleh hasil rata-rata Tingkat Margin PT BPRS 
Puduarta Insani adalah sebesar 18.26,08. Sedangkan pencapaian 
tertinggi Tingkat Margin adalah sebesar 20.81,00 yang terjadi pada 
bulan Maret 2015 dan pencapaian terendah dari Tingkat Margin PT 
BPRS Puduarta Insani adalah 16.18,00 yang terjadi pada bulan Mei 
2014, sementara untuk standar deviasi pembiayaan murabahah adalah 
sebesar 143,48511. 
 
Hasil tampilan output SPSS memberikan nilai skewness dan 
kurtosis masing-masing 0,651 dan -0,994 sehingga dapat disimpulkan 






2. Analisis Regresi Linier Sederhana 
Analisis regresi linier sederhana adalah analisis regresi linier yang 
hanya melibatkan dua variabel, yaitu satu variabel independen dan satu 
variabel dependen. Disebut linier sederhana karena variabel dependen 
diasumsikan berhubungan linier dalam parameter dan linier dengan variabel 
independen.33 
 
Adapun hasil regresi sederhana terhadap data penelitian ini adalah 
sebagai berikut:  
Tabel 8 
Hasil Output Regresi Sederhana 
Model Summary
b 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 






 ,636 ,629 3199159,9006 ,374 
a. Predictors: (Constant), Tingkat Margin  
b. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah 
 
Tabel 9 





Coefficients t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
 
1 (Constant) -20741886,965 5316649,892  -3,901 ,000   
Tingkat 
Margin  
29206,860 2902,706 ,797 10,062 ,000 1,000 1,000 
a. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah 
 
Persamaan regresi yang dibentuk pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Y = (20741886,965)   +  29206,860 (X)  
Std. Error = 5316649,892             2902,706 
t-statistik = (3,901)                        10,062*       
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 = 0,636 
F-statistik = 1.000 
N = 60 
df = 2 
 
Dimana t-tabel (0,05 ; 2) = 1,671 
*Signifikan pada level 5% 
Keterangan:  
Y  = Pembiayaan Murabahah 
X  = Tingkat Margin   
Adapun interpretasi penulis terhadap hasil penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Berdasarkan pada persamaan regresi di atas, apabila X bernilai 0, maka 
nilai Y adalah -20741886,965. Artinya adalah tanpa adanya Tingkat 
Margin dapat dikatakan bahwa dalam periode 2012 - 2016 jumlah 
pembiayaan murabahah PT BPRS Puduarta Insani berjumlah Rp. -
20.741.886,965-. 
b. Berdasarkan pada persamaan regresi di atas, Tingkat Margin (X) = 
29.206,860, maksudnya adalah jika setiap kenaikan 1% Tingkat Margin 
(X) akan menurunkan jumlah pembiayaan murabahah (Y) sebesar 
29.206,860,-. Dari hasil uji hipotesis menunjukan bahwa tingkat 
signifikansi variabel Tingkat Margin α (0,000 < 0,05). Sedangkan nilai t-
hitung Tingkat Margin (X) = -3,901 dan t-tabel = 1,671), sehingga t-hitung 
> t-tabel (-3,901 > 1,671), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 
Tingkat Margin berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah 
PT BPRS Puduarta Insani.  
 
3. Uji Koefisien Regresi Sederhana (Uji t) 
Uji t digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh satu 
variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 
dependen. Berikut ini adalah hasil output atas uji koefisien regresi sederhana 
(uji t): 
Tabel 10 





Coefficients t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
 
1 (Constant) -20741886,965 5316649,892  -3,901 ,000   
Tingkat 
Margin 
29206,860 2902,706 ,797 10,062 ,000 1,000 1,000 
a. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah 
 
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program IBM 
SPSS Statistics 19 diatas dapat diketahui bahwa uji koefisien regresi sederhana 
(Uji t) atas variabel Tingkat Margin diperoleh thitung sebesar -10,062 dengan 
signifikansi 0,000. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), dan 
diperoleh ttabel dengan df = 58 adalah sebesar 1,671. Dengan demikian, 
diperoleh thitung (10,062) > ttabel (1,671) sehingga H0 diterima dan menolak Ha, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa Tingkat Margin berpengaruh negatif 
signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT BPRS Puduarta Insani 
periode 2012 - 2016.  
 
4. Uji Koefisien Determinasi (Adjust R2) 
Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel variabel terikat. Nilai 
koefisien determinasi antara 0 dan 1. Nilai adjusted R2 yang kecil berarti 
kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat 
terbatas, begitu juga sebaliknya. 
Koefisien determinasi atau R square merupakan besarnya kontribusi 
variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Semakin tinggi koefisien 
determinasi, semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan 
variasi perubahan pada variabel terikatnya. Koefisien determinasi memiliki 
kelemahan, yaitu bias terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan dalam 
model regresi di mana setiap penambahan satu variabel bebas dan jumlah 
pengamatan dalam model akan meningkatkan nilai R Square meskipun variabel 
yang dimasukkan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
variabel terikatnya. Untuk mengurangi kelemahan tersebut maka digunakan 




Koefisien determinasi yang telah disesuaikan berarti bahwa koefisien 
tersebut telah dikoreksi dengan memasukkan jumlah variabel dan ukuran 
sampel yang digunakan. Dengan menggunakan koefisien determinasi yang 
disesuaikan maka nilai koefisien determinasi yang disesuaikan itu dapat naik 
atau turun oleh adanya penambahan variabel baru dalam model. 
 
Hasil uji Adjusted R Square (R
2
 adj) terhadap data penelitian dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 11 






Model R R Square 
Adjusted R 
Square 





 ,636 ,629 3199159,9006 ,374 
a. Predictors: (Constant), Tingkat Margin  
b. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah 
 
Besarnya angka Adjusted R Square adalah 0,636 atau sebesar 63%. 
Dapat disimpulkan bahwa pengaruh Tingkat Margin terhadap Pembiayaan 
Murabahah PT BPRS Puduarta Insani adalah 63%, sedangkan sisanya sebesar 
37% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam 
penelitian ini. 
 
B. PEMBAHASAN  
Dari analisis data pada penelitian ini dapat diketahui bahwa Tingkat 
Margin berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah PT BPRS 
Puduarta Insani. Hal ini bisa dilihat dari uji koefisien regresi sederhana (Uji t) atas 
variabel Tingkat Margin diperoleh thitung sebesar -3,901 dengan signifikansi 
0,000. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), dan diperoleh ttabel 
dengan df = 58 adalah sebesar 1,671. Dengan demikian, diperoleh thitung (-3,901) 
> ttabel (1,671) sehingga H0 diterima dan menolak Ha, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa Tingkat Margin berpengaruh signifikan terhadap 
Pembiayaan Murabahah pada PT BPRS Puduarta Insani periode 2012 - 2016. 
 
Hasil penelitian ini sejalan dan memperkuat hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Visa Alvi Sa’adah yang membuktikan bahwa Tingkat Margin 
berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Murabahah pada BMT Agritama 
Blitar.34 Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Mustika Rimadhani dan 
Osni Erza35 yang menyatakan bahwa tingkat margin berpengaruh positif 
signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri. 
 
Hal yang sama, penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Nur Aini
36
 yang 
menyatakan bahwa terdapat pangaruh positif dan signifikan antara variabel tingkat 
margin dengan keputusan pengambilan pembiayaan murabahah. Penelitian ini 
dilakukan pada BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo. Dengan demikian, 
tingkat margin memberikan kontribusi yang besar terhadap keputusan pengambilan 
pembiayaan murabahah. Kontribusi tingkat margin dalam penelitian Aisyah Nur 
Aini terhadap keputusan pengambilan pembiayaan murabahah adalah 97%. Tentu 
besarnya angka ini bisa dikatakan bahwa tingkat margin tersebut berpangaruh 
mutlak terhadap pembiayaan murabahah dan hanya tersisa 0,3% saja yang 
dipengaruhi oleh variabel lain.   
Penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Nur Aini ini diperkuat oleh 
penelitian yang dilakukan oleh Siti Maisaroh
37
 yang menyatakan bahwa tingkat 
margin berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah pada pembiayaan 
murabahah. Besarnya pengaruh tingkat margin terhadap minat nasabah pada 
pembiayaan murabahah adalah 61%.  
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No. 1, April 2015). 
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Berdasarkan hasil penelitian di atas dan beberapa hasil penelitian 
terdahulu, dapat dikemukakan bahwa Tingkat Margin pada dasarnya dapat 
digunakan sebagai alat dalam strategi pengembangan pembiayaan. Artinya, jika 
suatu bank ingin meningkatkan portofolio pembiayaan yang tinggi, maka 
strateginya adalah menurunkan tingkat margin. Dengan rendahnya tingkat 
margin, akan menjadikan daya tarik bagi masyarakat untuk melakukan 
pembiayaan murabahah kepada bank. Pada akhirnya, dengan banyaknya 
masyarakat melakukan pembiayaan murabahah kepada bank, otomatis akan 
meningkatkan jumlah pembiayaan murabahah. Namun sebaliknya, jika tingkat 
margin dinaikkan, tentu akan berpengaruh terhadap keinginan masyarakat 
untuk mengajukan pembiayaan kepada bank. Pada akhirnya, jika permintaan 
untuk pembiayaan murabahah tidak ada atau menurun, tentu akan menjadikan 
jumlah pembiayaan tidak mengalami peningkatan. Dengan demikian, tingkat 
margin memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. 
Artinya, setiap kali tingkat margin dinaikkan, maka akan menurunkan jumlah 
pembiayaan murabahah. Sebaliknya, setiap kali tingkat margin diturunkan, 
maka akan meningkatkan jumlah pembiayaan murabahah. Dengan demikian, 
besarnya kecilnya tingkat margin yang ditawarkan bank kepada nasabah akan 
memberikan kontribusi pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan 

















A. Kesimpulan  
Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Tingkat Margin berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada 
PT BPRS Puduarta Insani periode 2012 - 2016.  
2. Besarnya pengaruh Tingkat Margin terhadap jumlah Pembiayaan Murabahah 
PT BPRS Puduarta Insani adalah sebesar 63%, sedangkan sisanya 37% 
dipengaruhi oleh variabel lain.  
 
B. Saran-Saran   
Berdasarkan fakta yang ditemukan dalam penelitian mengenai pengaruh 
Tingkat Margin terhadap Pembiayaan Murabahah, dapat dikemukakan saran-saran 
sebagai berikut:   
1. Bagi perbankan syariah, khususnya PT BPRS Puduarta Insani perlu 
mempertimbangkan salah satu strategi peningkatan jumlah pembiayaan 
murabahah adalah dengan menurunkan tingkat margin. Dengan rendahnya 
tingkat margin murabahah, akan mendorong masyarakat untuk mengajukan 
pembiayaan murabahah kepada bank, dan pada akhirnya akan akan 
meningkatkan jumlah pembiayaan murabahah.  
2. Bagi para peneliti berikutnya agar menggunakan variabel pengujian yang lebih 














Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Cet. 5. Jakarta: 
Gema Insani, 2010.  
 
Asiyah, Binti Nur. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: Teras, 
2014. 
 
Chapra, M. Umer dan Khan, Tariqullah. Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah. 
Jakarta: Bumi Aksara, 2008.  
 
Hasanuddin, Mohamad dan Prihatingsih. “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, 
Tingkat Suku Bunga, NPL, dan Inflasi terhadap Penyaluran Kredit BPR di 
Jawa Tengah”, Jurnal TEKNIS, Vol. 5, Semarang 2010.   
 
Imaniyati, Neni Sri. Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi. 
Bandung: Mandar Maju, 2013. 
 
Kuncoro, Mudrajad. Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi. Jakarta: Erlangga, 
2003. 
 
Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank 
Syariah. Yogyakarta: UII Press, 2004. 
 
 
Purnamasari, Irma Devita dan Suswinarno, Panduan Lengkap Hukum Praktis 
Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad 
Syariah. Bandung: Kaifa, 2011. 
 
Pratin dan Adnan, Akhyar. “Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, 
Prosentase Bagi Hasil dan Markup Keuntungan terhadap Pembiayaan 
pada Perbankan Syariah Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia 
(BMI)”, dalam Jurnal Sinergi, Edisi Khusus on Finance, 2005. 
 
Qudratullah, Mohammad Farhan. Analisis Regresi Terapan: Teori, Contoh Kasus, 
dan Aplikasi dengan SPSS. Yogyakarta: Andi Offset, 2013.  
 
Rimadhani, Mustika dan Erza, Osni. “Analisis Variabel-Variabel yang 
Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri 
Periode 2008-2011” (Jurnal Media Ekonomi, Vol. 19 No. 1, April 2011). 
 
Sa’adah, Visa Alvi. “Pengaruh Penetapan Harga Jual dan Tingkat Margin 
Terhadap Keputusan Pembiayaan Murabahah pada Anggota BMT 
Agritama Blitar” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 
Tulungagung, 2015).  
 
Suwiknyo, Dwi. Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah. Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2010. 
 
Sujarweni, V. Wiratna. SPSS untuk Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 
2014. 
 
Sugiyono. Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta, 2010.  
 
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah  
 
Winarto, Wing Wahyu. Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews. 
Edisi 3. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2009. 
 
Yusuf, Muhammad dan Wiroso. Bisnis Syariah, Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana 
Media, 2011. 
 
 
 
